PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembangunan dan
pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka perlu
diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah
dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkalis tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera(Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1] Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tengan Pendidikan
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5434);



. ‘Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Slpll :

Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm :

_Nomor5494), L _
. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia -
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah diubah -

beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 e

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ‘tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

'Negara Repubhk Indonesia - Tahun 2015 Nomor ~ 58,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
5679); : :

Undang-Undang Nomor 30 - Tahun 2014 tentang

' Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2014 ‘Nomor. 292, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 560 1),

.- Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang -

~ Pengelolaan Keuangan Daerah’ (Lembaran Negara Republik -

10.

11.

Indonesia Tahun 2005 Nomor ‘140, Tambahan Lembaran

- Negara Repubhk Indonesm Nomor 4578)

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
~ Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran '

,Negara Repubhk Indones1a Nomor 5135);-

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang'
Perangkat ‘Daderah (Lembaran Negara Republik Indonesia

“Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara. .'

Repubhk Indones1a Nomor 5135), e

Peraturan Menteri: Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 _
tentang Pedoman  Pengelolaan . Keuangan  Daerah
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam.

~ Negeri ‘Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas °

12.

Peraturan ‘Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 |
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun i

. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,

‘sebagaimana telah d1ubah ‘dengan ' Peraturan Daerah -

- Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang

' Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis

Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs ~

- Tahun 2015 Nomor 3); dan

! 1‘413.‘

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 3 Tahun 0
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

 Kabupaten- Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten
. Bengkahs Tahun 2016 Nomor 3) :




- Menetapkan

MEMUTUSKAN

: 'TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL f
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BENGKALIS S
i - BABI |
KE’I‘ENTUAN UMUM
g Pasal 1 :

k\ . Dalam Peraturan Bupat1 ini yang d1maksud dengan
- 1.
20

Daerah adalah Kabupaten Bengkahs '

g Pemenntah Daerah adalah Bupat1 sebagai unsur G
]‘penyelenggara pemenntahan daerah kabupaten yang - =

memimpin . pelaksanaan urusan = pemerintahan yang

- menjadi kewenangan daerah otonom

o ‘Bupat1 adalah Bupati Bengkahs

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah i

selaku Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya o
disebut Kepala BPKAD selaku BUD adalah Kepala Badan e
. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten .=

| Bengkalis selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

| bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk
’ :;menjalankan program dan keglatan Pemerintah Daerah.

. Perangkat ‘Daerah selan_]utnya d1smgkat PD adalah -
 Perangkat = Daerah pada Pemerlntah Kabupaten <l

sebagai pelaksana fung31 dan - wewenang Bendahara

~Umum Daerah.

- Pegawal Aparatur Slp11 Negara yang selan_]utnya dlsebut
- Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon: .

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau d1perbantukan

. kBengkahs

. Jabatan adalah ‘kedudukan yang menunjukkan tugas, :

kewajiban, tanggung Jawab Wewenang dan hak seorang

- Pegawai ASN.

. Jabatan Pimpinan T1ngg1 adalah sekelompok Jabatan ". L
tinggi pada Pemerlntah Kabupaten Bengkahs o

Pejabat P1mp1nan Tinggi adalah Pegawai -ASN yang Sl
v menduduk1 J abatan P1mp1nan T1ngg1

| '10>.“Jabatan Adm1n1stras1 adalah sekelompok _]abatan yangfbb."' : o

berisi fungsi dan tugas berka1tan dengan pelayanan

 public  serta admlnlstra31 pemenntahan dan o

1l

12, ©
‘ ~ berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan .
-« fungsional yang dapat berdasarkan pada keahlian atau

fpembangunan

Pejabat - Adm1n1stra31 | adalah Pegawa1 ASN yang San e

menduduki J abatan Admlnlstra31 ‘
Jabatan fungsmnal “adalah sekelompok jabatan yang 0

L keterampllan tertentu




13,

14

PéJabat' Fungsmnal ' adalah Pegawal ASN yangi

‘mendudukl Jabatan Fungsmnal

Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah yang e
selanJutnya disingkat - APBD  adalah Anggaran

| ~ Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Bengkalis. e _::f‘j
- 18. Tambahan Penghas1lan Pegawal ASN yang selanjutnya'\ s
~ disebut TPP adalah tambahan penghasﬂan yang.

- diberikan | kepada Pegawa1 ASN, selain gaji dan

' 'menaati kewajiban' dan menghindari larangan yang - =

tunjangan lainnya yang sah sebagmmana dlmaksud .

dalam peraturan perundang- undangan.
Disiplin - adalah kesanggupan ‘Pegawai ASN untuk‘,’

ditentukan dalam peraturan  perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati -

' atau dllanggar akan dl_]atuhl hukuman disiplin.

17
18.
‘ seorang Pegawa1 ASN yang -disusun dan disepakati

10, ;
- selesai: melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih ...
tinggi yaitu subspe31ahs (Sp2) atau lebih d1kena1 sebagai

- 20.

Hukuman dlslphn - adalah - hukuman dlslphn
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 tentang D1s1p11n Pegawal Negeri Sipil.

Sasaran Ker_|a Pegawa.l yang selan_]utnya disebut SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh .

bersama antara yang bersangkutan dan atasannya.

Dokter subspesialis adalah dokter spe81a11s yang telah -

konsultan

Dokter spe31ahs adalah dokter yang mengkhususkan diri h
N ‘dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu. ’
21. Dokter re81den adalah seorang dokter yang sedangvk
e menJalanl pendldlkan untuk men_]adl seorang dokterz»

spesmhs

£ BAB m ‘
MAKSUD DAN TUJUAN |

Pasal2 |

(1) Maksud d1berlakukannya Peraturan Bupat1 ini adalah
untuk mengatur pembenan TPP tahun 2017.

(2) Tu_]uan pembenan TPP sebaga1mana d1maksud pada o
, ayat (1) ada_lah untuk , ; . :

oA

menmgkatkan d1s1p11n Pegawa1 ASN

memotivasi Pegawal ASN dalam melaksanakan tugasﬁi‘“
pokok dan fungsmya dan - .

~men1ngkatkan kese_]ahteraan Pegawa1 ASN




S BAB III BT
J ENIS DAN KRITERIA

Baglan K_esatu ‘
~_dJenis

Pasal 3

; TPP d1ber1kan kepada Pegawa1 ASN berdasarkan :
a. beban ker_]a B e
b. tempat bertugas, i
c. kondls1 kerja, dan/atau ’
d. kelangkaan profes1
Bag1an Kedua
~ Kriteria = .
/.Paragraf 1
- Beban Kerja
L I:{’a’sél"4‘ |

‘(1) TPP bcrdasarkan beban ker_]a sebagalmana dimaksud
- dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang
: 'd1beban1 peker_]aan ‘untuk menyelesalkan tugas-tugas -
“dinilai - melampaui beban = kerja normal  dengan
mempertimbangkan tanggung jawab- pelaksanaan tugas,
- intensitas pekerjaan, rentang kendali, fungsi umum, tata

fhubungan kerja, durasi penyelesaian tugas dan fungs1 PD , ;

g _serta keahlian/ keterampﬂan yang dibutuhkan.

(2) Pegawal ASN sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adaIah ‘
Pegawai : ASN yang - dalam melaksanakan tugasnya :
memenuh1 kr1ter1a sebaga_l berlkut

a bertanggung Jawab ‘dalam melaksanakan tugasnya‘h

dengan memperhltungkan " jabatan, eselonering
dan/atau, golongan /ruang; dan/ atau

~-b. melaksanakan tugas sesuaJ dengan tugas pokok dan‘_ L

: fungsmya : i ,
(3) Jabatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) mehput1

a. Jabatan Adm1nlstra31, ‘

b Jabatan F‘ungsmnal dan 'i

c. Jabatan P1mp1nan T1ngg1 o

. (4) Pejabat “untuk - Jabatan Admmlstram | sebagaimana
- dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari: - :

a Pe_]abat Admmlstrator eselon 1lla atau eselon IIIb;
b PeJabat Pengawas eselon IVa atau eselon IVb; dan '
C. PeJabat Pelaksana atau eselon V.




(5) Pe_]abat untuk Jabatan P1mp1nan T1ngg1 sebagalmana

~dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah PeJabat Pimpinan =

T1ngg1 Pratama eselon Ila atau IIb

Paragraf 2
Tempat Bertugas -

Pasal 5

(1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagalmana dimaksud -

dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang | | =
‘dalam melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki -

tlngkat kesuhtan t1ngg1 dan /atau daerah terpencﬂ

(2) Tempat bertugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) s
“ditetapkan melalui Keputusan Bupat1 berdasarkan usul»-. i
Kepala PD yang bersangkutan : L ~ =

: (3) Usul sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dlsampalkan
setlap tahun sebelum pembayaran TPP e

‘ Paragraf 3 . .
o Kondisi:Kerjaf S

E Pasal 6

(1) TPP berdasarkan kond1s1 kerJa sebagalmana dlmaksud‘ &
dalam Pasal 3 huruf ¢ diberikan kepada Pegawai ASN yang

dalam melaksanakan tugasnya berada pada 11ngkungan

yang mem111k1 resiko tmggl Fee

V) Resiko t1ngg1 sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) adalah

- resiko terhadap ~ancaman  keselamatan = dan/ atau -

' kesehatan yang d1sebabkan bahaya radiasi.

Paragraf 4
Kelangkaan Profem

Pasa17 : SRR S
(»1) TPP berdasarkan : kelangkaan profes1 - sebagaimana

d1maksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai -

ASN' yang dalam mengemban. tugas mem111k1 keterampllan '.
khusus dan langka. : :

(2) Keterampilan khusus dan langka sebagalmana d1maksud_‘ ;
pada ayat (1) adalah keterampilan yang berkaitan dengan =~ =
tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai ASN dan tidak -~

dimiliki oleh Pegawai ASN pada umumnya seperti dokter e
spes1ahs subspes1ahs dan dokter spes1a11s residen. L

- (3) TPP sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) diberikan selama ‘
_rasio kebutuhan terhadap Pegawai ASN sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1) belum terpenuh1 i




"BABIV
PEMBERIAN

Pasal 8

| 1) TPP d1ber1kan berdasarkan pertlmbangan yang objektif .

dengan memperhatlkan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Besaran TPP sebagalmana dimaksud . dalam Pasal 4
~ sebagaimanatercantum dalam Lampiran I yang merupakan "
baglan t1dak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini. :

(3) Besaran TPP sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5 '
sebagalmana’ tercantum . dalam Lampiran II = yang

merupakan bag1an tidak terplsahkan dari Peraturan' A

Bupati i 1n1 :
'(4) Besaran TPP sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6

. sebagaimana  tercantum dalam = Lampiran III yang K
i merupakan baglan tidak terplsahkan dari Peraturan =~ -

- Bupati ini.

» (5) Besaran TPP sebaga1mana d1maksud dalarn Pasal 7

sebagalmana _tercantum dalam Lampiran IV . yang .

; merupakan bag1an tldak terplsahkan dari Peraturan o
Bupat1 1n1 : e

7  Pa'sé.l 9

"(1) Setlap Pegawa1 ASN berhak menerima 1 (satu) atau

‘beberapa TPP sepanjang: memenuh1 kriteria sebagaimana b

“diatur. dalam " Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan '
d1anggarkan dalam APBD.

‘ ‘(2) Pegawai ASN sebagalmana d1maksud pada ayat (1) adalahgf

Pegawai ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji.

_(3) Pegawai ASN yang mcmperoleh mandat sebagai Pelaksana
- Tugas, diatur dengan ketentuan sebaga1 berikut:

‘a. selain menerima TPP Jabatan definltlfnya, juga
- diberikan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari

_total TPP pada Jabatan yang d1rangkapnya (pelaksana‘ e

. ,_tugas) ; atau

: b menerima secara penuh TPP dan Jabatannya sebaga1 L
i "Pelaksana 'I‘ugas S : '

(4) Pegawal ASN sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)‘
- huruf b, tidak berhak menerima TPP dari . _]abatan s
definltlfnya :

5y Mandat sebagmmana Pelaksana Tugas sebagaimanak '
~dimaksud pada ayat (3) d1ber1kan oleh ‘Bupati sebaga1
: Pe_]abat Pembma kepegawalan o o o




Pasal 10

(1) Pegawal ASN daerah laJnnya atau 1nstan31 vertikal yang - .
~ diperbantukan bekerja di Pemerintah Kabupaten Bengkalis . o
- dapat diberikan TPP dengan ketentuan tidak menerima
~ tambahan penghasilan/tunjangan = kinerja/renumerasi
~atau sejenisnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja = - s
Negara dan/atau Anggaran ' Pendapatan dan ‘Belanja
Daerah pada pemenntah daerah la.ln o

(2) Pegawai ASN pindahan dari daerah lain atau instansi
-+ vertikal yang namanya sudah terdaftar dalam daftar gaji
- diberikan TPP setelah yang bersangkutan secara nyata
‘melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah terhitung 1 S
 (satu)  bulan setelah d1terb1tkannya Surat Pemyataan Sk
k LMelaksanakan Tugas. : : Frien

(3) Pegawa1 ASN yang dlperbantukan kepada instansi vertlkal .
dapat diberikan TPP sepan_]ang tidak menerima tambahan
ok .penghasﬂan/ tunjangan kinerja/remunerasi atau
- sejenisnya yang bersumber dar1 Anggaran Pendapatan dan
: ‘Belan_]a Negara ‘ o

: Paragraf 1 L
. Calon Pegawa1 Negen Slpll

Pasal 1 1

: Pegawa1 ASN yang berstatus Ca.lon Pegawa1 Negeri Slpll
diberikan TPP sebesar 80% (delapan  puluh persen) dari
: ;besaran n11a1 TPP golongan kepangkatan kepegawalannya S

T

‘ Paragraf 2. RE
Pe_]abat Fungs1ona1 s

Pasal 12 g

-(1) TPP untuk Pe_]abat Fungs1onal keahhan diatur sebagal' -
berikut: :

-a. Ahli Utama dlsetarakan dengan PeJabat Admlnlstrator .
S eselon IIIb golongan 1V, ‘ :

: b Ah11 ‘Madya dlsetarakan dengan PcJabat Admlmstrator R
e eselon IIIb golongan I11; _ -

‘ c Ah11 Muda dlsetarakan dengan Pe_]abat Admmlstrator
o eselon IVa golongan IV; dan ‘ ‘

- d. ;Ahh Pertama dlsetarakan dengan PeJabat Pengawas L
'?eselon IVb golongan: IV B

(2) TPP untuk Pejabat Fungsmnal keterampllan dlatur'
sebaga1 benkut ‘ ‘-

a Penyeha dlsetarakan dengan Pe_]abat Pelaksana eselon v v
golongan I11; ' o .

b Mahlr d1setarakan dengan Pegawa1 ASN golongan IV/ a;




c. Teramp11 dlsetarakan dengan Pegawa1 ASN golongan |
~IlI/a; dan - R , ey

d Pemula dlsetarakan dengan Pegawal ASN golongan 11 / d

oo | Paragraf 3 .
Tenaga Kependldlkan

Pasal 13

B TPP untuk tenaga kependldlkan d1atur sebaga1 berikut:

a Pengawas dan Penilik Sekolah Golongan IV disetarakan S

dengan PeJabat Pelaksana eselon IVb golongan IV;

',*b.*'Pengawas ‘dan Pemhk Sekolah Golongan 111 dlsetarakanj

-dengan PeJabat Pelaksana eselon IVb golongan I1I;

c. Guru Golongan IV yang diberi tugas tambahan sebagalr'

- "Kepala Sekolah disetarakan dengan PeJabat Pelaksana‘f ‘

eselon V golongan IV dan

S d. Guru Golongan III yang d1ber1 tugas tambahan sebagai -
it Kepala Sekolah . disetarakan dengan Pe_]abat Pelaksana '

~ eselonV golongan III; dan _
e.- Guru ‘Pamong BelaJar dan Kepala Tata Usaha Sekolah,,‘;_
- sesua1 dengan golongan kepangkatan kepegawalannya B

ot ~'_Paragrayfu4< G
\Tenaga' DOkter -

Pasal 14

(1) TPP untuk Tenaga Dokter, d1atur sebaga1 benkut

a, “Ahli Utama d1setarakan dengan Pejabat Admlmstratorf
- leselon 1lla golongan IV; : ; &

~'b. Ahli Madya dlsetarakan dengan PeJabat Admlmstratorji
5 .:‘eselon Illa golongan I11; 5 !

c. 7Ah11 Muda disetarakan dengan Pejabat Admmlstrator B
- eselon b golongan IV;dan .

‘ : d. Ahli Pertama disetarakan - dengan Pe_]abat Pengawas:"."‘";‘ e

~ eselon b golongan IIL.

- (2) TPP untuk Kepala Unit Pelaksana Tekms Puskesmas atau ;
- Jabatan Pegawai ASN lainnya yang dijabat Tenaga Dokter
~adalah TPP jabatan fungsional ditambah 50% (lima puluh
_-,persen) TPP Jabatan. Pegawal ASN sesua1 golongan ruang‘ i
-kepangkatannya ‘ .

Paragraf 5
Pegawa1 ASN Satuan POllSl' Pamong Praja, Dinas .

| 'Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan, .
" Dinas’ Pemadam Kebakaran e



, ’ f'éf"'"_‘j Pasal 15 : p L v
| (1) TPP. untuk Pegawai ASN pada Satuan P011s1 Pamong PraJa

10

- Dinas Perhubungan, Badan ' Penanggulangan Bencana S

, Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran ditambah dengan:

‘uang lauk pauk masmg-masmg sebesar Rp800.000, OO g

(delapan ratus ribu rup1ah)
- (2) Besaran TPP untuk- Pegawa1 ASN sebagalmana dlmaksud

pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V- e
yang merupakan baglan tidak terp1sahkan dan Peraturan‘ o

Bupatl 1n1 A

' BABV
- PEMBAYARAN |

Baglan Kesatu
Tata Cara ‘
- Pasal 16

(1) TPP dlbayarkan pahng lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan.
' berikutnya dari 'masa kinerja dan dikenakan pa_]ak‘~

penghasﬂan sesuai peraturan perundang-undangan

- (2) TPP bulan Desember dlbayarkan pahng lambat tanggal 24:f o

(dua puluh empat)

: ,:'.(3) Pembayaran TPP dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan o "

Anggaran Satuan Kerja PD yang bersangkutan

4) Tata cara pembayaran TPP dilaksanakan dengan o
’ berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan} s

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Baglan Kedua -
: Perh1tungan

Pasal 17

(1) Pembenan TPP sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 3 -

d1h1tung berdasarkan 7 J
a. Tlngkat dlSlphn dan SETE R

b. Pen11a1an Prestas1 Kelja Pegawa1 yang terd1r1 dan S

' Sasaran Kerja Pegawai dan Perllaku Kerja.

2) Tlngkat dls1p11n sebaga1mana d1maksud pada ayat ( 1) '

huruf a mel1put1 £ L ,
a. masuk ker_]a dan mentaatl ketentuan Jam kerja,
b menJalankan tugas set1ap har1 kerJa ' o
C. menyelesaJkan tugas sesua_l Waktu yang d1tentukan

- (3) Pemenuhan masuk kelja dan mentaati ketentuan _]am:

kerja sebagalmana dlmaksud pada ayat (2 huruf a, .

d1kecua11kan untuk

a. Pegawai “ASN yang membentahukan/ membenkan o
‘keterangan ketidakhadiran secara sah sesuai denganv o

ketentuan yang berlaku, atau R




b Pegawa1 ASN yang melaksanakan tugas per_]alanan .
.dinas, mengikuti pendidikan/pelatihan dan sejenisnya,
’meng1kut1 rapat atau pertemuan dan sejenisnya, atau
melaksanakan = tugas-tugas lainnya yang diperintah

- atasan sesua1 peraturan perundangan—undangan :

 ‘: (4) PenllaJan ‘Sasaran KerJa Pegawa1 sebagalmana dlmaksudw" S

pada ayat (1) huruf b, diberlakukan kepada Pegawai ASN

dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran kerja
atau hasil kerJa yang d1capa1 untuk masa pen11a1an bulan. : e

berkenaan

(5) Kriteria penlaku ker_]a : sebaga1mana d1maksud pada

ayat (1) huruf b, mehputl

a. orientasi pelayanan, e
b 1ntegr1tas, S

c. kom1tmen

.d. dls1p1;n,. G

‘e. kerjasama; dan

2 kepem1mp1nan

(6) Kriteria kepemlmplnan "seb‘agalfnvan‘a ¥ dimaksﬁd pada o

ayat (5) huruf { hanya d1berlakukan bag1 Pegawa1 ASN
dalam Jabatan o S :

Pasal 18
i ,(1) Khusus TPP pada bulan J anuar1 d1berlakukan perhltungan,
besaran tambahan penghasilan berdasarkan instrument

penilaian dan perhitungan TPP pen11a1an pada bulan
Desember tahun sebelumnya :

(2) Instrument pen11a1an dan perhltungan TPP sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) terd1r1 dar1 e

‘ .'a., " bobot. penllalan
pen1la1an capalan SKP

, catatan pen11a1an penlaku kelja, N

oo @

! lembaran pen11a1an dan
‘ e daftar perhltungan '

:(3) Bobot pen11a1an sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)
: huruf a, sebagalmana tercantum dalam Lamplran VI
v Peraturan Bupat1 ini. ’ : :

(4) Formulir pemlalan capalan SKP sebaga1mana dlmaksud
pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam
- Lampiran VII' yang merupakan baglan tldak terplsahkan‘
“dari Peraturan Bupati ini. :

.»(5) Formulir pen1la1an capalah SKP sebaga1mana dlmaksud

- pada ayat (2) huruf b, sebagaimana  tercantum dalam —
Lampiran VII yang merupakan baglan tidak terplsahkan i

dar1 Peraturan Bupat1 ini. -



L  '(6) Formuhr catatan perllaku kerja sebagalmana dimaksud
~ pada ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan baglan t1dak ‘terpisahkan -

dar1 Peraturan Bupat1 ini.

(7) Formuhr lembaran pemlaian untuk Pegawau ASN selain i a0

tenaga guru sebagaimana dimaksud- pada ayat (2) huruf d,
sebagaimana - tercantum’ dalam © Lampiran IX ' yang

merupakan baglan t1dak terplsahkan dari Peraturan

~ Bupati ini.

v(8) Formulir. lembaran pen11a1an untuk Pegawal ASN selam

tenaga guru sebagalmana dimaksud pada ayat (2) hurufd,
 sebagaimana  tercantum dalam ~Lampiran X yang =

~merupakan bagian tldak terplsahkan dari Peraturan
' Bupat1 ini. .

. (9) Formulir daftar perhltungan sebagalmana d1maksud pada

~ ayat (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Xl yang merupakan baglan tldak terplsahkan = dan L

Peraturan Bupat1 1n1 ‘

BABVI
PENGHENTIAN

Pasal 19

= (1) TPP t1dak dlbenkan kepada PegawaJ ASN apablla
a. berstatus sebaga1 tersangka dan dltahan,

b berstatus sebaga1 terdakwa atau terpldana,
c. ycut1 di luar tanggungan negara, b
. d. cuti besar ' i ;
‘e. ‘cuti melah1rkan, kecuah cuti melah1rkan anak pertama |
o dan kedua ; . :
"f.‘,,“ 'd1berhent1kan sebaga1 Pegawa1 ASN
- g diberhentikan sementara;
: h d1berhent1kan dar1 Jabatah ” |
| 1 ﬁmen_]a_lam masa bebas tugas / masa pers1apan pensmn, .‘
_] : menjalam masa uang tunggu, L v
k tidak melaksanakan tugas v o sesua1 penempatan: .

'_f-berdasarkan keputusan Bupat1 atau -

L sedang menjalan1 hukuman d1s1p11n tmgkat sedang
atauberat S S .. e :

. (2) Pegawa1 ASN yang menJalanl cuti sebagalmana dimaksud

‘pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dlbenkan TPP maksimal
2 (dua) bulan g v

(3) Pegawai ASN sebaga1mana ‘dimaksud pada ayat (2)‘{7’,{{' i
diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari

batas maks1ma1 besaran n11a1 TPP
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(4) TPP bag1 Pegawa1 ASN sebagalmana dimaksud padal  _

ayat (2) perhitungan pemberian tambahan penghasilannya

- tidak dihitung berdasarkan tingkat disiplin dan penilaian
: .presta81 kelja sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 17
L ayat 1. ~ 5 - L
' : Pasal 20

o ‘ (1) TPP. bagl Pegawa1 ASN yang sedang men_]alam hukuman e

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

hurufl dllaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. hukuman d1s1p11n tlngkat sedang tldak dlbenkan TPP‘ : ‘.

o _’selama 3 (t1ga) bulan, dan

b. hukuman d1s1p11n tlngkat berat tldak dlbenkan TPP .

selama 6 (enam) bulan

.(2) T1dak d1ber1kannya TPP sebagalmana d1maksud pada' ) ;

ayat (1). terhitung seJak ketetapan hukuman dlslphn :
~diterima Pegawa1 ASN yang bersangkutan ~ :

(3) Tim pemantau dlslphn Pegawai ASN di llngkungan

‘Pemerintah Kabupaten Bengkahs dapat ~memberikan . )

‘rekomendam - penilaian  disiplin berdasarkan  hasil
pengawasan terhadap Pegawai ASN yang dilaksanakan
sewaktu—waktu sesua1 ketentuan peraturan perundang—.
ﬂ‘bundangan Do - . :

: .~ - BAB VII :
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Baglan Kesatu L
Pengawasan

: Pasal 21

(1) Kebljakan pembenan TPP yang dlatur dalam Peraturan

Bupati ini - dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan APBD. dan/ atau ketentuan peraturan_
perundang— undangan ‘ : : S

" (2) Evaluasi sebagalmana d1maksud pada ayat (1) sekurang—’
kurangnya me11put1

‘va.f;_besaran tambahan penghasﬂan | dengan S

‘;'-‘mempertlmbangkan kemampuan keuangan daerah
_ b. cara pembayaran; |
c. pelaksanaan pembayaran o o
d.fkebenaran usulan pembenan tambahan penghasﬂan .
5Pegawa1 ASN; dan - - :
e ;1nd1kator perhltungan TPP ‘ _ :
(3) Pelaksanaan evaluasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh t1m yang dlbentuk dengan Keputusan
Bupat1 R : , Ll L
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI BENGKALIS,

T

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tangga}~3x0 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

)

H”ARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 74




 LAMPIRANT :

v.'i.P:E»RATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR  : 74 Tahun 2016

TANGGAL 30 Desember 2016

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
4 KABUPATEN BENGKALIS S

NO

* KLASIFIKAST

BATAS MAKSIMAL
TAMBAHAN

26.

Golongan IIb

, PENGHASILAN
_(Rp)
1. 2. 3. 4.
1 PeJabat Pimpinan . Tinggi Pratama 40 430 OOO OO
" | Eselon Ila /Sekretaris Daerah =~ :
Pejabat Pimpinan = Tinggi Pratama | . % _,,20.650.000,00
2. | Eselon IIb Asisten: dan Kepala BPKAD‘ S
[ selaku BUD . N L
3 Pejabat Pimpinan T1ngg1 Pratama -15.850.000,00
' | Eselon IIb Staf Ahli Bupati Bengkalis | o '
- Pejabat Pimpinan T1ngg1 : Pratama‘ Sy A
- | Eselon Ib Kepala PD - G 3 13350000’00
5. Pejabat Admlnlstrator Eselon IIIa ‘.10.:700.0'00,00
| Golongan IV : .
6. Pejabat Admlnlstrator | Eselon JIII»a | ; 10.00‘0.000’00
‘ Golongan III . T : e IRt ,
- - | Pejabat Adm1n1stratqr Eselon b . '8.570.000,00-
Golongan IV : S . |
8 Pejabat Administrator Eselon - ;-.fIIIIb‘ | 7.870.000,00
Golongan III : : S : . S
g, |Pejabat  Pengawas ‘ES¢1°_ns Ivay . 7.100.000,00
| Golongan IV ST NPIAE I ST - e
10. ‘Pe.]abat Pengawas Eselon  IVa | ‘6.930.000,00“ ‘
Golongan III iy :
17, |Pejabat . Pengawas  Eselon  1Vb | 6.300.000,00
" | Golongan IV : STRRRE » s e
19. Pejabat Pengawas 7:~“:<_’Eselon‘_ IVb % 6.“(‘)3(5'.000,0'0 ‘
: Golongan III : AR
13 g}ajabgt Pelaksana Eselon V Golongan 5.9 00. 000,00
14. gt;:_]abat Pelaksana Eselon V Golongan ' 5 500 OOO 00
15. | Golongan IVe ‘ 4 500 OOO 00
16. | Golongan IVd 4.400.000,00
17. | Golongan IVc 4.300.000,00
18. | Golongan IVb .-4.200.000,00
-19. | Golongan IVa - v 4,100.000,00
20. | Golongan IlId 3.400.000,00
21. | Golongan Ilic 3.300.000,00
22. | Golongan IIIb -~ 3.200.000,00
23. | Golongan llla - 3.100.000,00
24. | Golongan Ild :2.400.000,00
25. | Golongan Ilc - 2.300.000,00 -
2.200.000,00




2.100.000,00

27. | Golongan Ila

28. | Golongan Id 2.000.000,00
29. | Golongan Ic 1.900.000,00
30. | Golongan Ib 1.800.000,00
31. | Golongan Ia 1.700.000,00

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL KMININ




LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR - 74 Tahun 2016
TANGGAL :30 Desember 2016

TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI ASN PADA DAERAH TERPENCIL

BATAS MAKSIMAL
KLASIFIKASI TAMBAHAN PENGHASILAN KET
(Rp)
1 2 3
Pegawai ASN yang ditugaskan 750.000,00
pada daerah terpencil

BUPATI BENGKALIS,

AMRILW




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 174 Tahun 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
PADA LINGKUNGAN BERESIKO TINGGI

BATAS MAKSIMAL
KLASIFIKASI TAMBAHAN PENGHASILAN KET
(Rp)
1 2 3 4
1. | TingkatI 1.150.000,00
2. | Tingkat II 950.000,00
3. | Tingkat III 750.000,00
4. | Tingkat IV 425.000,00

BUPATI BENGKALIS,
AMRIL KMININ




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR . 74 Tahun 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016

TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI ASNUNTUK PROFESI LANGKA

BATAS MAKSIMAL
NO KLASIFIKASI TAMBAHAN PENGHASILAN KET
(Rp)

1 2 3 4
1. | Pegawai ASN yang berprofesi 30.000.000,00

sebagai dokter subspesialis
2. | Pegawai ASN yang berprofesi 18.000.000,00

sebagai dokter spesialis
3. | Pegawai ASN yang berprofesi 15.000.000,00

sebagai dokter spesialis residen

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL KMININ




LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 74 Tahun 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
DINAS PERHUBUNGAN,BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

BATAS MAKSIMAL
TAMBAHAN

NO KLASIFIKASI PENGHASILAN KET
(Rp)
1 2 3 4
1. | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 14.150.000,00
Eselon IIb
2. | Pejabat Administrator Eselonllla 11.500.000,00
Golongan IV
3. | Pejabat Administrator EselonlIlla 10.800.000,00
Golongan III
4. | Pejabat Administrator EselonlIlb 9.370.000,00
Golongan IV
5. | Pejabat Administrator Eselonlllb 8.670.000,00
Golongan III
6. f\(;Jabat Pengawas eselonlVa Golongan 7.900.000,00
T E(Iajabat Pengawas EselonIVa Golongan 7.730.000,00
8. R;ejabat Pengawas EselonIlVb Golongan 7.100.000,00
9. IPI(IeJabat Pengawas EselonIVb Golongan 6.830.000,00
10. | Golongan IVe 5.300.000,00
11. | Golongan IVd 5.200.000,00
12. | Golongan IVc 5.100.000,00
13. | Golongan IVb 5.000,000.00
14. | Golongan IVa 4.900.000,00
15. | Golongan IIId 4.200.000,00
16. | Golongan IIlc 4.100.000,00
17. | Golongan IIIb 4.000,000.00
18. | Golongan Illa 3.900.000,00
19. | Golongan IId 3.200.000,00
20. | Golongan Ilc 3.100.000,00
21. | Golongan IIb 3.000,000.00
22. | Golongan Ila 2.900.000,00
23. | Golongan Id 2.800.000,00
24. | Golongan Ic 2.700.000,00
25. | Golongan Ib 2.600.000,00
26. | Golongan Ia 2.500.000,00

w

AMR UKMININ




LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR

74 Tahun 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

BOBOT PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

KRITERIA DAN INDIKATOR BOBOT

L DISIPLIN 60%

Indikator Penilaian

1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja 15%

2. Menjalankan tugas setiap hari kerja 20%

3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan 25%
II. PRESTASI KERJA PEGAWAI 40%

1. Sasaran Kerja Pegawai 25%

2. Perilaku Kerja

Orientasi pelayanan;
Integritas;
Komitmen;

Disiplin;

Kerjasama; dan
Kepemimpinan.

MO0 oW

15%

BUPATI BENGKALIS,

AMRI KMININ




LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 74 Tahun 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016
FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI ASN

Jangka Waktu Penilaian: Tanggall s/d ... (bulan) 2017

N | L PejabatPenilai N | II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI
@) @)
1. | Nama 1. | Nama
2. | NIP 2. | NIP
3. | Pangkat/Golong 3. | Pangkat/Golong
an an
4. | Jabatan 4. | Jabatan
5. | Unit Kerja 5. | Unit Kerja
L. KEGIA TARGET REALISASI
TAN PENG | NILAI
N TUGAS A |[Kuan[Kual AK HI |CAPAI
O | JABATAN K| t/ / WaktBiay Kuant/ |Kual/ [WaktBiay|TUNG| AN
OutpMut| u | a Output (Mutu| u a | AN SKP

ut

II. TAMB
ATAN

TUGAS
DAN
KREATIVIT
AS

NilaiCapaian SKP

Bengkalis. .....cocvvviiiininnnnn. 2017

Pejabat Penilai/Atasan Langsung

....................................................

BUPATI BENGKALIS,
—

AMRIL MUKMININ



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR .- 74 Tahun 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016

FORMULIR CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA

Nama | SRR, S - Nt S
NIP 2 R e e B O s
Jangka Waktu Penilaian : ...
Tanggal Uraian Nama./ Al dan. Pgraj
Pejabat Penilai
1 Januari s/d | Penilaian SKP sampai dengan
31 Januari | akhir (bulan berkenaan)
2017 o O , sedangkan penilaian
(contoh) perilaku kerjanya adalah
sebagai berikut: Atasanlangsung
Orientasi _
Pelayanan B
Integritas =
Komitmen el = TR Ol sl s Ak AR s
DlSl.plln = NIP
Kerjasama =
Kepemimpinan =
Jumlah =
Nilai Rata-rata =

BUPATI BENGKALIS,
—_— _
AMRIL MUKMININ




LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR

: 74 Tahun 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

FORMULIR LEMBARAN PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI ASN SELAIN TENAGA GURU

Nama e
NIP A N
Pangkat/Golongan @ ..o.cciiiiiiiiiiiiiiiiieiiei e e eaas
Jabatan/Pekerjaan : .....ccciciiiiiiiiiiiiiiii
InsStansi/PD 1 et e e
NO KRITERIA DAN INDIKATOR PERSENTASE PENILAIAN TPP
L. DISIPLIN 60%
1. Masukkerjadan = T
mentaati ketentuan jam | 15% hk 19-15 hk 14-10 hk < 10 hk
kerja
HasilPenilaian 15 14/}:/’:{52/1 9/8/7/6/5 a
2 Menjelaghan: = Sgtipas il oae.- | =20 19-15 hk 14-10 hk | < 10 hk
setiap hari kerja hk
18,8/17,6/1
HasilPenilaian 20 6,4/ ig’i;é lz’?é 6,8
15,2/14 ’ ’
3. Menyelesaikan tugas .
sesual  wikin yang | 050k | —oPEE |y i 1 han, || Lebil 2 herd|| S on @
; Waktu hari
ditentukan
23,5/22/20, | 16/14,5/13
HasilPenilaian 25 S/ / 8,5
19/17,5 11,5/10
SUB TOTAL PENILAJAN(1+2+3)
II. | PRESTASI KERJA 40%
PEGAWAI °
1. Sasaran Kerja Pegawai 25% >180(())- >70-80 <65-70 <65
18,8/17,6/1
HasilPenilaian | 20 6,4/ ig’ifélz’% 6,8
15,2/14 e e
2. PerilakuKerja 15% | ou >70-80 <65-70 <65
HasilPenilaian 21 11,25 7,5 3,75
Sub Total Penilaian (1 + 2)
Total Penilaian (I + II)
Keterangan:
Hk adalah hari kerja
BengkallS. oot comms sessmasmssnasesis
PejabatPenilai/AtasanLangsung,
(Pangkat)
NIP.
BUPATI BENGKALIS,
<

AMRIL KMININ




LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

"NOMOR
TANGGAL

FORMULIR LEMBARAN PENILAIAN ‘

; Nama
» NIP

v Pé.ngké_tt/ Golongan :

Jabatan/Pekerjaan : .

‘74 Tahun 2016
30 Desember 2016

2 L /‘ PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN TENAGA GURU

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

: Instans_i/PD” iieihivediveaneineniieentionntoesieneasencasensnsesensassacresane
N KRITERIA DAN INDIKATOR - PERSENTASE PENILAIAN TPP
10 : ' )
L. DISIPLIN RERECI 60%
] 1. Masukker | 15% | = , ' ‘ -
" jadan mentaati ketentuanJam : 220 hk [19-15 hk ({14-10 hk [ < 10 hk
-~ kerja : - S
' T - |14/13/1 (9/8/7/6 :
~Ha81lPen11a1an 15‘ 2/11/10 /5 4
o o ‘ 96 iam | 95-63 62-30 <30
2. MenJalankan tugas set1ap Jjar jam jam jam
; 20% | mengaja . .
. hari kerja (guru)*) SNES r mengaja | mengaja | mengaja
~ » B r ' r r
HasilPenilaian | 20 ~ 15,5 10,5 6
Menjalankan tugas setiap hari| | 224 jam | 2-3&1-1,;6 1:;: < 8 jam
kerja (Kepala ~  Satuan | 20% | mengaja - . J . | mengaja
Pendidikan)*) | p o | mensda ) mengaa r o
, r - r
' HasﬂPemlalan - 20 15,5 10,5 6
, Men_]alankan tugas setlap hari’ 248 jam _ 4.’21?1 1 3%;111 6 fa:'r?
kerja (Wakil Kepala Satuan 20% mengaja | J . J . J .
Pendi dlkan)*) - | mengaja | mengaja | mengaja
L r _.r T
HasﬂPemlalan 20 15,5 10,5 6
:MenJalankan tugas setiap hari R B _ _—
~kerja .~ (Kepala 548 iam -47-31 | 30-16 < 16°
Bengkel/ Perpustakaan/ Labor - 20% menJ aia | jam - ‘jam | jam
atorium/Unit Produksi/Ketua | = i B rg J mengaja | mengaja | mengaja
- Program  Keahlian/Program v r T S
: Studl dan Sejemsnya)*) o o : ‘
: Has1lPen11a1an( 20 1. 15,5 - 10,5 6
Menjalankan tugas setiap hari ' R . ;
| kerja (guru pcmblmblng RS B ‘ - _
| khusus pada 'Satuan 224 jam 2.3; ;1116' 1 lfrf < 8 jam
Pendidikan . yang | 20% | mengaja rmJan ia mé]:n aia mengaja
; "menyelenggarakan pendldlkan o » rg Ja rg Ja T
| inklusi - atau pendldlkan‘ N o e
~ terpadu)*) : 1o B ERUR . ‘
U : HasilPenilaian 20 15,5 10,5 6




Menjalankan tugas setiap hari 19-15 14-10
kerja (guru yang | 20% hk hk <10 hk | <20 hk
melaksanakan tugas lain)*)
18,8 12,8/11
HasilPenilaian /6;7}61/5% 10’,3//9, 6,8 20
2/14 2/8
3. Menyelesa Tepat | Lebih 1 | Lebih 2 | Lebih 3
iakan tugas sesuai waktu Waktu hari hari hari
yang ditentukan
HasilPenilaian 23,5/22 | 16/14,5
25 /20,5/ /13/ 8,5
19/17,5]|11,5/10
SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)
II. | PRESTASI KERJA PEGAWAI 40%
4. Sasaran Kerja Pegawai 25% | >80-100 | >70-80 | >65-70 <65
HasilPenilaian 20 18,75 12,5 6,25
e PerilakuK | 504, | 580-100 | >70-80 | 65-70 | <65
HasilPenilaian 15 11,25 7,5 3,75
Sub Total Penilaian (1 + 2)
Total Penilaian (I + II')
Keterangan:
Hk adalah hari kerja
*) Disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi
Bengkalis........coveviiiiniiininininn..

Pejabat Penilai/Atasan Langsung,

.............................................

(Pangkat)
NIP.

BUPATI BENGV
//
AMRI KMININ
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NOMOR

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Perangkat Daerah
Bulan
No e . | Jabatan | NIP | Pangkat/Gol Feritungdn TRE
Pegawai
Sasaran
Disiplin®) | Nilai mwm%w& Nilai %W__ Besaran | Bruto | PPh LNMW: ,_,,_Msmww
(SKP)
1.1 |1.2 |1.3 II
1 2 3 4 5 6 7 = 10 11=|12= 13 14= | 15 16 17
6+7+8 9+10 9 12
+11 x13
Keterangan:
Disiplin¥)
i Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja
1.2. Menjalankan tugas setiap hari kerja
1.3.

Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan

BUPATI BENGKALIS,

AM UKMININ




